SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

. a.

Ul

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Ciamis telah
ditetapkan dan diundangkan dengan Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

.bahwa berkenaan dengan adanya perubahan regulasi dan

kondisi terkait Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dipandang
perlu dilakukan penyesuaian;

. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ciamis
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Ciamis Nomor 10 Tahun
2017 tentang Urusan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Ciamis;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di KabupatenCiamis;
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20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

S. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
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Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa;

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa;

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD;

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD;

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD;

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan;

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran;

Rekening Dana Cadangan adalah 1 (satu) rekening atas nama Dana
Cadangan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menyimpan dana
cadangan pada bank yang ditetapkan selain Rekening Kas Desa;

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa;

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa;
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa;

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
Kepala Desa;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat;

Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut PPK adalah unsur
Pemerintah Desa yang memberikan kontribusi secara langsung dalam
pelaksanaan kegiatan anggaran Desa;

Tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut TPK
adalah Tim yang dapat dibentuk oleh Kepala Desa untuk membantu
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa yang tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran Desa.

2. Pasal 3 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
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Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB
Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya

kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa.

Dalam hal Kepala Desa selaku PKPKD diberhentikan sementara atau

berhalangan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka Sekretaris Desa sebagai

pelaksana tugas yang ditugaskan oleh Camat dapat melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Dalam hal Kepala Desa selaku PKPKD berhenti maka Sekretaris Desa sebagai

pelaksana tugas yang ditugaskan oleh Camat dapat melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa sampai dengan

ditetapkannya Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

Dihapus.

Pasal 28 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa/BUM Desa bersama untuk meningkatkan
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan
Desa yang dipisahkan berupa uang yang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APB Desa.

Dihapus.

Penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama ditetapkan dengan
Peraturan Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 41 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa

tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa

tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
anggaran berjalan;
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b. penambahan dan/atau pengurangan belanja sebagai akibat penambahan
dan/atau pengurangan pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

c. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya
disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

5. Pasal 44 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),
dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Selanjutnya daftar nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian
penyaluran dana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh
Juta Rupiah) dalam 1 (satu) hari.

(5) Pemerintah Desa dilarang memindahbukukan uang dari rekening kas Desa ke
rekening pribadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau pihak manapun
kecuali kepada pihak ketiga untuk pembayaran atas belanja yang
pengadaannya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.

(6) Dihapus.

6. Pasal 61 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah
mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(6) Realisasi pembentukan dana cadangan dilaksanakan dengan cara transfer dari
Rekening Kas Desa ke Rekening Dana Cadangan.

(7) Realisasi pencairan dana cadangan dilaksanakan pada waktu yang telah
ditetapkan pada Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
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7. Pasal 76 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

(1) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.

(2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh
Inspektorat;

(4) Camat melaksanakan fasilitasi pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/Cap

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd/Cap

DENI WAHYU HIDAYAT, SH
NIP. 19781209 200901 1 001
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